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PEMBIAYAMT MURABAHAH DI BANK SYARIAH 

(Trisadini P. Usanti, Fakt.l1tas Hukum, Universitas Airlangga 46 p, 20(5) 

RINGKASAN PENELITIAN 

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada aspck YUrldis lcrhadap 
pennasalahan aplikasi Pembiayaan Murabaha dalam praktek bank syariah. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengidentifikasi Pembiayaan Murabaha dalam doktrin Hukum Islam dan 

dalam Hukum Perbankan Nasional. 
2. Untuk mengidentifikasi kedudukan benda agunan dalam Pcmbiayaan Murahaha. 
3.. lJntuk mengidentifikasi penyelesaian dalam pembiayaan murabahah hermasalah. 

Oengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara Icbih jelas konscpsi 
dan. realisasi pembiayaan murabaha dalam bidang-bidang perbankan. JUgH 
diharapkan memberikan masukan berupa formula yang sesuai dengan kondis: 
Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapal bermanfaat. baik dari scgi 
pengembangan teori maupun praktek perbankan, yang akhirnya bcrmuara pada 
kontribusi atau sumbangan pemikiran berupa masukan fomlUla yang sesuai untuk 
dikembangkan di Indonesia yang memiliki budaya khas .. 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normative ( dogmalic). yan!~ 
mengkaji ketentuan hukum positif dan asas-usas hukul1l. Dalam penclitian ini 
penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendckatan conceptual dan 
statute. Penelitian ini juga berfokus pada pcngkajian pcrnhiayaan l11urahHhaha 
dalam hukum Islam dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumher
sumber' asH dalam I-Iukum Islam. Setelah dilakukan invcntarisasi dan katcgorisasi 
bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dilakukan an:llisis pcmlur,HI 
perundangan-undangan dcngan content analysis antara alain dcngan inctrprctasi. 
Akhimya dihandingkan dengan dengan praktek perhankan di Indonesia melalui 
serangkalan studl dokumen. 

HasiI yang dicapai menunjllkkan bahwa Pembiayaan Murabahah mcrupakan 
pembiayaan pengadaan harang dengan kemllngkinan bagi nasahah untllk mela~: ubn 
pembayaran secara mencicil. Perjanjian jaminan pada pemhiayaan murabahah pada 
umumnya mengunakan fiducia. Apabila terjadi pembiayaan rnurabhah bermasalah 
maka upaya yang dapat dilakukan yaitu Melakukan evaluasi ulang pcmbiayaan . 
Penyelesaian melalui jaminan, Melalui BASYARNAS. Melalui Proses Litigasi , 
Penghapusan pembiayaan (write on) dan Permohonan kepaililan. Perlu peraturan 
perundangan yang mengatur Muftlbahah saat ini bel urn ada. 

KafA /cuJto': Plistb l'a.-y{({('1 Mu If( ha/IfJ, j J3culk JYQrla.4 
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KATA PENGANT AR 

Penelitian dengan judul " Pcmbiayaan Murabahah oi Bank SYdri3h 

ini diharapkan dapat bermanfaat. baik dari segi pengembangan teori maupun praktek 

~rbankan, yang akhirnya dan ditcmukan sumbangan pemikiran berupa masukan 

formula yang sesuai untuk dikembangkan di Indonesia dan hasil penelitian 

dijadikan bahan untuk pengembangan muatan mata Kuliah Hukum Perhank:;!n 

Syariah dan Hukum Perbankan 

Terima kasih kami ucapkan atas sclcsainya penelitian ini kepada : 

1. Rektor Universitas Airlangga 

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

3. Para Kolega di Bagian Hukum Pcrdata Fakultas Hukum yang 

banyak membcrikan rnasukan 

4. Rekan-rekan mahasi~wa yang banyak membantu dalam 

pengumpulan data 

5. semua pihak yang teJah memberikan masukan dan kritik unh..lk 

penelitian awal ini 

Surabaya, 13 Oktober 2005 

Ketua Peneliti 



M I L IT' -, 

B B I PER:',. 

SIT •. ;.; " L A ~ VNIVER . '. .\., ,, 
-, . j. ANOQ 

I' ENDAHULUA _ S V R A BAY A. .. 

A .. Latar Belak:I"!! M:Isa l:lh 

Dalalll I.:nl JI\!W C(;0110IllY dunia sl..:dang lIlClllii suki pcruhahilll yall !:!. hl.! gltll 

cepat dcngan pcrkcmhangan dari detik kc dClik. era glob,d isasi dcngan segal;:] 

pernik pcnnasalahannya. Hennin I-Iadiati Kocswadji hcrpcmJapill r-ahwa 

pengert ian "globalization" hendaknya dianikan sebagai .... 111(' mow' IowaI'd, 

global economy where fllliiona! borders cease fO maffer. has clltlll~ed rhe world in 

which we live. " Lcbih lanjul dijclaskan bahwa : 

Idealismc dibalik globalisasi ekollomi dall pt!l'l/agollgall ada/all agar 
kOllsllmell harallg/dan ja;;alah yang pm/a akltim)'o akal1 lIIi' lI;r"llIfi 

mw!l(Wlnya. ... ( j/oha/i.wsi hendakllya lidok diar/ iko /1 s('cora Jlt',I.!(lIi/ 
sebagai persoingall hebus da/alll mcn}.:lIpayakon (c:rscdioll),(1 hllmll,1!, dan 
allllljasa di masyw'akal, l111mUII hendllknya £Iiarlikon S{'t.'(/I'll fJosil(/. yailll 
sebaglli kesepakofan dunia yang hakikalnya tidak dopal memb('lIarkan 
adclfIYo keb!iaksllnllan ("policy ' j yang berupo proleksi (11(111 perlilldullj.{(l1I 
lahadop prodllk horang dan/al[llijasa (/ome.\'lik t/clIgan j(l/oll illlerl'ensi 
pemerinta/t yang hers(fclf melllhedakall aI/lam prot/Ilk d(l/olll Ilege,.i 
dengan pl'Otilik Illar lIegeri,( Koeswadji, 2002 : 110) 

Daniel Bell ( 19 78:3·./ ) l11enyebutnya em Ilh;ndat,lIlg dengan Post 

Indust ri al Society. di smnping itu pula dis,.' butkan the ",\en 'in' ,\(),\ /{' iY' atau Iht' 

il!formation sociely" a;:Iu the "J:llo\l'led~e s(;ciely ", Daniel Bdl leI' ill lan.iut 

mcnycbulkllll hn.hwa "The idea f~r (J !,(;sf j·ullls/rial .wdt''' ' IS 1101 tI dellI/ill' 

construcl agaim'l which Ih(' sociological reality co/l1d Iw II/('lIS/lrct/ '/('ClIl/c.'S 

hel"/ce . .. Dalarn abstrak tu!is<tnn ya dischutkan h<lhwa: 

The leI'lII ·'posl.illtluslriol weiely" was ellilled hy (h(' IlIl1liOI" (0 .-/('.I("/"il>,' 
(he new s/I"IIClllre.l· evolving il"l adl'(tnced //Iodern ,\"tn; je (ic.\", Ir has .lil1("(! 
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entered into the /anf:uage l?lsocialthought around the world. The concept 
has three main components' in economics, the sh{ftji-om mam{facluring tf) 
services; in technology, the celllrality of the new science-based indus/ries
computers, electronics, opllcs. polimers. and in sociology. the rise (?f 11('U' 

technical elites and new types (?f "c1ass" stral[ficatiol1. The .liJ/lo\l'ing 
article sketches the socia/lind human implications (?(these changes. 

Era glohalisasi ditandai dengan scmnkin hcrkcmhangnya industrialisasi. dan reran 

perbankan menjadi suatu yang ti<.luk <.Iapat <.Iinatikan. Dunia pcrhankan tidak s,~ia 

berkembang dengan mengunakan piranti tekhnologi canggih yang semakin 

mempermudah manusia bcrinteraksi dengan sesamanya dalam menggunakan 

uang, tetapi memanjakan manusia dengan banking system yang sesuai dengan 

keyakinan agamanya. 

Perbankan Islam menjadi contoh yang mengemuka sebagai bagian d~ri 

hasil serangkaian "reaktualisasi" doktrin ffukum Islam tentang masalah ekonomi 

dalam format modern. Pengkqjian hukum Islam dalam bidnng ckonomi mcnjadi 

contoh mutrakhir pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan Hukum Islam di 

Indonesia nampak dalam bidang ekonomi demgan kehadiran berbagai macmn 

lembaga berdasarkan prinsip syariah. Era Globalisasi discmarakkan kehadiran 

lembaga-lembaga perekonomian yang berpacu untuk mengumpulkan keuntunf!un 

sebanyak mungkin bagi para pelaksananya. Diarena persaingan yang semakin 

ketat itu muncul lembaga-Iembaga perekonomian yang berlatar belakang 

keagamaan walaupun kemudian lebih dimotivasi keuntungan bisnis scmata. 

Lembaga perekonomian yang bemuansa keagamaan itu diantarnya beroperasi 

berdasarkan prinsip SY~ldilh Islam. Prinsip syariah mengedepan seiring dengan 

pesatnya pengkajian Islamic Studies terkhusus ekonomi Islam eli dunia 

International. 



Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga intennediasi mulai diakui dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN 1992 No.3!). 

Sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dikcluarkan 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tcntang Bank herdasarkan Prinsip Ragi 

Ilasii. Dengan .. dunya pcruhahan alas Undang-undang N(lllwr 7 TatulIl 1')1)2 

tentang Perbankan dengan Undang-undang Nomor 10 Talmn 1998 tcntang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(LN.1998 No.182) telah ada landasan hukum yang lebih .ielas dan lebih luas 

dalam pengembangan bank tanpa bunga yang dikenal dcngan l3ank bcrdasarkan 

prinsip syariah. 

Bisnis syariah, dc!mikian para pakar jurnalis sermg mcnyehutnya. 

merupakan kegiatan bisnis dengan bcrbasis pada prinsip-prinsip syariah. Kcgiatan 

bisnis ini tidak hanya merabah mnah perbankan semata, tetapi nmuga asuransi, 

pegadaian dan beragam aspek bisnis yang lain. Motivasi para usahawan dalam 

mengeluti bisnis syariah inj tidak lagi murni agamawi, tetapi lebih 

mengedepankan masalah ekonomi semata. Salah satu pembiayaan yang urgen 

untuk diteliti ialah murabaha, suatu model prinsip .iual beli yang dimodiftkasi 

guna disesuaikan dengan kebutuhan perbankan syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan difokuskan pada aspck yuridis terhadap permasalahan 

aplikasi Pembiayaan Murabaha dalam praktek bank syariah. Untuk itu pcnelitian 

ini akan diuraikan dalam topik- topik bcrikut ini. 



a. Bagaimanakah Pembiayaan Murabaha dalam Hukum Islam dan HlIkllm 

Perbankan Nasional ? 

b. Bagimanakah kedudukan benda agllnan dalam Pembiayaan Murabaha? 

c. Bagaimanakah Penyelesaiaan Pembiayaan Mllrabaha bcrm8salah? 

4 



BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN 

Menurut M Syafii Antonio ( 1994: 138) dalam menjalankan usahanya 

Bank Islam minimal mempunyai 5 (lima) prinsip operasional yang terdiri dari: 

Sistem simpanan , Bagi hasil , Margin keuntungan, Sewn dan Fee Prinsip 

simpanan mumi, merupakan fasilitas yang diberikan gun a membcrikun 

kesempatan kepada pihak yang memiliki dana untuk mcnyimpan dananya dalum 

bentuk AI Wadiah. Al Wadiah mirip dcngan giro dalam pcrbankan konvcnsionul. 

Diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahan bukan untuk tujuan investasi 

guna mendapatkan keuntungan seperti tabungan dan deposito.Prinsip hagi IUlsil. 

mengatur tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pcngclola 

dana. Pembagian hasil usaha dapat tet:iadi antara bank dengan penyimpan dana. 

atau bank dengan penerima dana (nasabah) bentuk produknya iatah mudharabah 

dan musharakah. 

Prinsip jual heli dan margin keunlungan.. merupakan suatu sistem yang 

menerapkan tata carn jual beli. Membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan 

atau mengangkat nasabah sebagai agen bank nasabah datam kapasitasnya schagai 

agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual harang 

tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga ditambah k(~untlillgan 

(margin / mark up). Prinsip Sewa., secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) jcnis ; 

ljarah. sewa mumi, operating lease dan Bai al Ta:iri (sewa beJi). Penyewa 

5 



perbendaharaan bentuk lain perjanjian standar yang sudah dikcnal. Bagi nasabah 

dan bank sendiri tidak ada pilihan lagi untuk mcmodifikasi atau lebih ekstrim lagi 

membuat syarat-syarat lain selain dirckomendasikan Dewan Pcngawas Syariah. 

Para pihak jika tidak setuju atau syarat-syarat yang ada tidak mcnguntungkan dari 

sisi ekonomis mnka hanya ada pili han-pili han "take it or leave it". Dalum 

kaitannya dengan perjanjian baku, M. Isnaeni ( 2000: II) dalam pidato 

pengukuhannya berpesan: 

"Akiba/ lun/ulan efiseiensi. pemanfaalan perianiian baku dalam praklek 
transaksi bisnis. kiranya saal ini sudah menjadi kelaziman yang fak 
terelakkan. Perjaniian baku sebagai cerminan dan implemenlasi azas 
kebebasan berkontrak, sudah nyaris men,jadi lekanan kehutuhan yang lak 
mungkin dihindari di era perdagangan modern ini. ,\tlalra itll seharu.mya 
segera disikapi oleh kalangan orang hukum dengan pola pemikiran. 
bagaimana pemanja/an perjan,jian haku ilu seoplimal mingkin agar dllpal 
menampung perimbangan hak dan kewajiban para kontraktan dengan 
layak demi lerwlljudnya transaksi bi:mis yang :tehal. Unluk keper/uan 
terse but. azas kehehasan herkonlrak yang d(iaciiklltl motor lransaksi. 
membuluhkan pengemhangan pemherdayaan pl'insip-pl'insip llllklim 
Perjanjian /ainnya supaya seiring. alaupun memberikan halas syarat 
tertentu . .. 

Setiap permohonan pembiayaan yang disetujui hank symiah wqjib dihual 

perjanjian berupa akad pembiaya~m tertulis. Dengan dcmikian kontrak di bank 

syariah tidak jauh bcrbcda dengan kontrak di bank konvcnsional, karcnas bank 

syariah produk-produknya diantaranya mengekor bank konvensional, cuman 

dengan prinsip syariah tanpa adanya unsur bunga. 

Scbuah transaksi murabaha mclibatkan pcnjualan scbuah asct fisik dcngan 

harga yang meliputi untung yang tercatat yang dikctahui baik olch penjuaJ 

maupun pembeli yang dibayar secara lunda. Institusi-institusi kcuangan islam 

berupaya untu~ Jll"AA~SU"akan murabaha dalam kcadaan-kcadaan di mana I11crcka 



mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial Icase). 

Prinsip fee:. Meliputi seluruh layanan non pembayaran yang diberikan 

bank Bentuk produknya antara lain; Bank Garansi. Kliring. Inkaso. dan .Ia~m 

Transfer. Prinsip ini nampak datam penjabaran nlang lingkur usaha pcrbankan 

syariah. Ruang lingkup wmha pcrhankan syariah daral hl~rsilill IIniversal hanking. 

yang melakukan kegiatan commercial banking dan investment hanking. 

Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa llsaha bank 

umum dalam menyedinlum pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan dengan kctentuan Bank Indonesia. 

Kegiatan-kegiatan usaha di Indonesia ditetapkan dalam pasal 36 dan 37 PBI No. 

6/24IPBII2004 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya 

adalah melakukan penyaluran dana dalam bcntuk transakasi jual beli dcngan akad 

murabaha. 

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di~judkan dalam benluk 

tertulis (perjanjian pembiayaan). perjanjian yang dibuat antara hank dcngan 

nasabah debitur. Macam-macam perjanjian di bank syariah yang tidak dikl!nal 

dalam sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia, merupakan pengcmbar.gan 

dari prinsip kebebasaan berkontrak. 

Oi bank syariah secara khusus pula terdapat peljanjian standar yang tdah 

dirumuskan pihak bank alas persetujuan dewan Pengawas Syariah. Ilnl yang 

terkandung didalam perjanjian itll harus sesuai dengan syariah. bukan kat'enu 

kepentingan bank sebagai pihak yang lebih kuat walaupun hal itll tidak hisa 

dinisbikan. Bentuk perjanjian standar di Bank Syariah ini akan menamhah 



perbendaharaan bentuk lain pe~jan.i ian standar yang sudah dikcnal. lJagi nasahah 

dan bank sendiri tidak ada pilihan Iagi untuk memodilikasi at3u lebih ekslrim lagi 

membuat syarat-syarat lain selain dirckomcndasikan Dewan Pcngawas Syariah. 

Para pihak jika tidak setuju atau syarat-syarat yang ada tidak menguntungkan dari 

sisi ckonomis muku hany:.. ada pilihan-pilihull "tuke it ()r leave it". I >almn 

kaitannya dengan perjanjian baku, M. Isnaeni ( 2()()O: I /) dalam pidato 

pengukuhannya berpesan: 

"Akiba/ tun/Ulan efiseiensi, pema'1/aa/an perjanjian baku da/am praklek 
transaksi bisnis, kil'anya saat ini sudah me,?jadi kelaziman yanJ.! wk 
lere/akkan. Pel'ja'?iian haku sebagai cel'minan dan imp/emenlasi azas 
kebebasan herkonlrak. slidah nYlll';'" me'1jadi lekanan kehlllllhan yang 10k 

mllngkin dihindal'i di era perdagangan modern ini. Malra ilit seharusnya 
segera disikapi o/eh ka/angan orang hukum dengon po/a pemikiran. 
hagaimana pema'1/a1an perja/1iicm baku itu seoplimal mingkin agar dapal 
menampung pel'imbangan hak dan kewajihan para kontraktan dengan 
layak dem; !erwl~illdnya Iransa/csi hisnis yang selwl. Un/uk kepcr/uon 
lersebu/, aza... kehebasan berkontrak yang clijadikan molOr lransaksi. 
membutuhkan pengemhangan pemherdayaan pl'insip-pl'insip lIukllm 
Perjanjian lainnya supaya seiring, ataupun memherikan batas syal'al 
tel'tentu . .. 

Setiap pennohonan pembiayaan yang disetujui bank syariah wajib dihuat 

perjanjian berupa akad pembiayaan tei1ulis. Dengan demikian kontrak di bank 

syariah tidak jauh berbeda dengan kontrak di bank konvensional. karcnas hank 

syariah produk-produknyn diantaranya mengekor bank konvensional. cuman 

dengan prinsip syariah tanpa adanya unsur bunga. 

Sebuah transaksi ml.lrabaha mclibatkan penjualan schuah ascl fisik dcngan 

harga yang meliputiumung yang tercatat yang dikctahui haik oleh penjual 

maupun pembeli yang dibayar sccara tunda. Institusi-institusi kcuangan islam 

berupaya untuk menggunakan murabaha dalam keadaan-kcadaan di mana mcrcka 



kan membeli bahan mentah, atau pcralatan dan menjualnya kepada klien dengan 

harga sama sepeti harga beli, ditambah untuk yang jumlahnya dinegosiasikan 

yang akan dibayar secara kredit oleh klein terscbut. Dengan murabaha institusi 

keuangan islam tidak berbagi untung dan rugi, tetapi mcngambil posisi sebagai 

penengah keuangan. Bank-·bank Islam sangat bergantung padn kontrak-kontrak 

murabah~ yang bersifat jangka pendek dan mcmberikan pendapatan tctap kepada 

bank investasi mereka. 

Dalam transaksi murabahah bank membiayai pembelian sebuah barang 

atau aset dengan membeli item il!J atas nama nasabahnya dan menambahkan nilai 

mark-up (kenaikan) sebelum menjual kembali barang itu kepada nasabahnya 

sesuai peIjanjian laba dengan prinsip 'tambah biaya' (cost pills) .Bcntuk 

peIjanjian ini terutama digunakan dalam pcrdagangan luar negcri dan pcmhia~aan 

modal kerja dengan syarat bank-bank harus membeli bahan mentah (raw 

materia!), barang, dan perlengkapan, dan menjualnya kepada seorang pelanggan 

dengan harga tertentu ditambah marjin laba yang dincgosiasikan. dan pcmbayaran 

biasanya dilakukan selama suatu periode waktu tertentu atau seeara meneici I. 

Apabila suatu penjualan murabahah dilakukan berdasarkan pembayaran yang 

ditangguhkan (deferred payment). maka ia disebut murahahah-hi-mu 'a.iial 

Oalam transaksi murahahah bank-bank Islam tidak turut menanggung 

untung dan rugi, melainkan lebih ban yak menerima pcran intcrmcdiasi linansial 

klasik. Onlam murabahah tradisional. menu rut kitah-kitab fikih (yurispl1ldcnsi). 

mark-up berbeda dengan bunga karena mark-up lidak hal'lIs sccara ckspiisit 

dihubungkan dengan tempo pinjanan melainknn dihitung bcrdasarkan transaksi 



untuk layanan yang diberikan dan bukan untuk pembayaran yang ditangguhkan 

(de.forred payment). Sekilas nampak bahwa mark-up hanyalah istilah lain llntuk 

bunga seperti yang ditarik oleh bank konvensional, karena illl bunga dibolehkan 

lewat pintu belakang. Namun legal itas dari jenis murahahah tradisional ini tidak 

dipcrsoalkan nlch mnzhah hllktlrn Islum IlHinapll1l (lllcskiplIlI Icr:iadi pcrsl'lisilHIII 

tentang beberapa bentuk murahahah yang menambahkan taktor komitmcn 

waktu). Yang menyebabkan transaksi murabahah tradisional sah secara Islam 

menurut kitab-kitab fiqih adalah karena bank lebih dulu memperoleh barang untuk 

dijuaI kembali dengan mendapat keuntungan. sehingga suatu komoditi dijllal 

kembali dengan mendapat uang dan operasinya tidak sekedar merupakan 

pertukaran uang dengan uang. Dalam prosesnya bank menerima resiko-rcsiko 

tertentu yang ada di antara waktu pcmbelian dan pcnjualan kcmbali~ misalnya . 

penurunan harga yang tiba-tiba dapat menyebabkan nasabah mcnolak untuk 

menerima barang. Bank bertanggungjawab terhadap barang scbelum barang itu 

diterima dengan aman olch nasabah. layanan-layanan yang dihcrikan o!ch bank 

[slam, berbeda dengan layanan-layanan dari bank konvesional yang bcnar-bcnar 

meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli barang. 

Walaupun murahahah tcrulama digunakan dalam konteks pcrmodalan 

perdagangan, namun teknik ini telah diadaptasi un1uk berbagai macam 

penggunaan lainnya. Ia digunakan sebagai wahana untuk usaha sindikasi (kongsi)

dalam fonnat manajer dan co-manajer klasik-yang memungkinkan sejumlah bank 

untuk berpartisipasi dalam pendanaan. Aplikasi diantaranya adalah membiayai 

pembelian rumah di mana tempat tinggal yang dipilih dibeli. pada harga tcrtentu 



oleh sebuah lembaga keuangan, yang selanjutnya menjual kt"!mbali propel1i ini 

kepada konsumen, dengan harga pembelian (tennasuk komponen laba) yang hams 

dibayar secara mencicil sclama lima lahun (Buckmaster. 1(96). 

Dalam fiqih muamalah. tclah diidentifiksi dan diuraik(ln macam-macam 

jual-bcli, tcrmasuk jcnis",icnis jual··hcli yang dilakukan olch Islam. Macalll alall 

jenis jual-beli- itu antara lain: 

1. Ba; 'al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang 

berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini mel1iiwai scmua produk

produk lembaga keuangan yang dida"arkan atas prinsip jual-bcli. 

2. Ba; 'al muqayyadah, yaitu jual-beli di mana pertukaran lerjadi antara barang 

dengan barang (barter). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilukukan 

sebagai jalan keluar bagi transaksi (:kspor yang tidak dapat menghastlkan 

valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dcngan barang 

yang dinilai dalam val uta asing. Transaksi semacam ini lazim discbut counter 

trade. 

3. Ba; 'al ohm:!, yaitu jual-beli atau pertukaran antara salu mat a liang a~;lI1g 

dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dcngall elolar. dola. dcngn!1 

yen dan sebagainya. Mata liang asing yang dipcr:iualhclikan illl dapat herupa 

uang kartel (bank notes) ataupnn dalam bentuk uang giral (telegl'l{tic Ira11.';fer 

atau maillr(Jn.~rer). 

4. Bai 'al murabahah adalah akad jual-beli barang tcrtcntu. Dalam transaksi .i ual

beli tersebut penjual meny(~butkan dengan jclas bamng yang dipe~i\lnlbdikan. 

tennasuk harga pembelian dan ,(cuntungnn yang diamhil. 



5. Bai 'al muasawamah adalah jual-beli dimana penjual menctapkan hurga tanpa 

memberitahu berapa margin yang dibebankan kepada pemhcl i. 

6. Bai 'al muwadha 'ah yaitu jual-bcli dimana penjual ll1clakukan pcnjuulan 

dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan 

(discount). PcnjualCin scmacam ini hiasanya hanYII di lakllkllll unlllk hlll'illlg-

barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. 

7. Bai'as salam adalah akad jual-beli dimana pembeli membayar uang (sebesar 

harga) atas barang yang telah discbutkan spesifiksinya. scdangkan barang 

yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. yaitu pada tangga) yang 

disepakati. Bai 'as salam biasanya dilakukan untuk produk·produk pertanian 

jangka pendck. 

8. Bai'al iSlishna' harnpir sarna dcngan hai'as salam. yaill! kontrak jual-heli 

dimana harga atas barang terse but dibayar lebih dulu dapat diangsur scslIui 

dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. scdangkan barang 

yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. 



BARil 

TU.JUAN DAN 1\1ANFAAT PENI~LITIAN 

• Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan llntuk : 

1. Untuk mengidentifikasi Pembiayaan Mllrabaha dalam doktrin Hukum Islam 

dan datam Hukum Perbankan Nasional. 

2. Untuk mengidentifikasi kedudukan benda agunan dalam Pembiayaan 

Murabaha. 

3. Ulltuk mengidentitikasi penyelesaian sengkcta dalam pembiayaan mumbaha. 

B. Konstribusi Pcnclitian 

Dengan peneIitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara Jebih jelas 

konsepsi dan realisasi pemhiayaan murabaha dalam bidang-bidang perbankan. 

Juga diharapkan memberikan mmmkan berupa formula yang sesuai dengan 

kondisi Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat hennanfaat, baik dari 

segi pengembangan leori maupun praktek perhankan, yang akhimya hemlUara 

pada kontribusi atau sumbangan pemikiran bcrupa masukan fonnula yang seslIai 

untuk dikembangkan di Indonesia yang mcmiliki budaya khns .. 



BABIn 

METODE PENELITIAN 

1. J)endekatan Masalah 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normative ( dogmatic). 

yang mengkaji ketentuan hllkllm positif dan asas-asas hukum. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode penelitian normati f dengan pendekatan 

conceptual dan statute. Penelitian ini juga berfokus pada pcngk~jian pembiayaan 

murababaha dalam hukum Islam dengan melakukan penelitian kepustakaan 

terhadap sumber-sumber asH dalam Hukum Islam. 

2.Sumbcr Bahan Hukum 

Pengkajian dilakukan terhadap sumber bahan prtmer dan bahan hukum 

skunder. 8aahan hukum primer tcrdiri at as perundang-undangan, risalah dalam 

pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer di 

bidang perbankan diawali dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU 

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Scrta pcraturan dibawahnya yang hcrkaitan 

dengan perbankan dan bank syariah khllslIsllya. Bahan hllkum skundcr tcrdiri atas 

puhlikasi hukum yang meliputi buku buku hllkum. kamus hukurn. jurnal hllkum. 

Penelitian ini diantaranya berfokus pada pengkajian bahan hukum dalam Hukum 

Islam, yang meliputi karya ilmiah dalam Hukum Syariah di bidang Mllamalah . 



3. Prosedur Pengumpulnn Bahan Hukurn 

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metodc snow ball 

dengan menggunakan sistem kartu ( card system ). Prosedur pcngumpulan bahan 

hukum dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan . kalegorisasi nahan 

hukum primer dan skundcr hcrdasarkan rUllIusun masalah p~mclctian .. Pcnclitiall 

ini dilakukan melalui studi kepustakaan ( library research) di dalam negeri dan 

luar negeri. 

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Setelah dilakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan 

bahan hukum skunder dilakukan analisis peraturan perundangan-undangan dcngan 

content analysis antarn alain dcngan inetrpretasi. Akhimya dibandingkan dcngan 

dengan praktek perbanka:1 <Ii Indonesia melalui serangkaian srudi dokumen. 



BABY 

HASIL DA N ANA LISA 

Kchadiran Icmhnga pcrbankan dalalll kchidupan modern h:ramat SlIli! un tllk 

dihindari. Bank merupakan Icmhaga financ ial intcrmcdiury yang hl.'rfllngs i 

sebagai pcrantara bagi orang yang kckura ngan dana dan kclchihan dmn Nalllull 

disisi lain. tidak scmua golongan mnsyara kat dcngan Japnng dada mCllcrim<J 

kcberadaan lembaga perbankall konvcnsional . Satll hal yang Illcnycbabkan adanya 

rcsislcnsi Icrhadap \clllbaga pcrbankan karcna sistim bUllga yn ng Il1cnjndi tu lang 

punggun£ opcras ionaln ya. Bchcrapa ahli hukulll ckllll()l1li dan hukwll Islam 

kcmudian merurnuskan konsep da~:nr bank yang bcrdasarkan pada Ulm an sya ri at 

Islam. Scjak tahun 1970-an. pcrb.!lnknn syariah (ebh mUlleul schagai Sllall1 

kcnyataan yang baru dalam bisnis kcuangan Intcrnasiona1. (. f.,'jahdeil1i. 2{)02: 8) 

Scbagai bagian dari sistcl11 perbankan nasional. perbankan syariah 1ll1ldllk 

pada aturan UnlUnl tentang pcrbankan dalam hllkum rcrbankan nasiona!. Dalam 

praktcknya terkadang pcrbankan sY<l riah mcmakai aturan-aturan yang sudah lazim 

dipaka i dalam dunia pcrbankiln b~lik rroduk hllkum n;lsional m<lllJlull lcmbaga 

hukum barat yang tcrus dipakai dabm praktck. 

Ruang lingkup usaha pcrbankan sya ri ah dapat bcrsifaL universal hanki ng. 

yang mclakukan kcgiatan Commercial bankin~ dan illves lmellf hanking . .lasa -

jasa dalam pcrbankan syariah Illcl iplIti : 



a. Equality Financing melalui akad bagi hasil dalam bentuk Mudharahah 

maupun musyarakah. 

b. Debt financing akad jual beli dalam semua bentuk contract of exchange. 

Syarat-syarat akad jual (al'bai) dalam dent financing menyangkut berbagai 

tipe dari deJerred contract l?f exchange. Akad jual bcli mcliputi AI 

Murabahah. Bais as Salam. Bai'allslisna'. Alljarah. AI Narah wa Iqatinll. 

c. Jasa lain dalam bidang lalu lintas pembayaran yang meliputi Qard. Rahn. 

kalalah. sharf, Hiwalah. Walcalah dan .Iualah. 

Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa usaha bank 

umum dalam menycdiakan pembiayaan dan atau melakukan kcgiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syal'iah ditetapkan dengan ketentuan Bank Indonesia. 

Berdasarkan pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang terse hut. kegiatan-kegiatan 

usaha yang dapal dilakukan dcngan mcnctapkan Prinsip Syariah olch suatu bank 

di Indonesia ditetapkan dalam PBI No. S/24/PBII2004 diantaranya : Melakukan 

penyaluran dana meliputi; Transaksi jual beli berdaliarkan prlnsip :Murabahah. 

Istishna, Ijarah, Salam dan Jual beli lainnya 

Murabahah, ialah produk pembiayaan pembelian barang lokal ataupun 

intemasional, mirip deng~lD kredit modal kerja dari bank konversional. Bank 

membiayai pembelian banmg dengan mcmbeli barang itu alaI) nama nasabahnya 

dan menambahkan suatu mark-up scbelum menjual barang ilu kepada nasabah 

atas dasar cost-plus profit. Harga barang dalam pcrjanjian rnurabaha dibayar 

nasabah (pembeli) secara cicilan. Kepcmilikan beralih secara proposional scsuai 

dengan cicilan yang telah terbayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank 

dirundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah. Bank mempcroleh 



keuntungan dari mark-up harga barang. Barang yang dibeli berfungsi scbagai 

agunan 

Bai' al-murabahah ialah .iual heli barang pada bangsa asal dengan tamhahan 

keuntungan yang disepakati. Jual beli secara al-murabakah hanya untuk barang 

atau produk yang tclah dikuasai alau dimiliki olch pcnjual pada waktu ncgosiasi 

dan berkontrak. Apabila produknya tidak dimiliki pcnjual, maka digunakan sistcm 

murabahah kepada pemesan pembelian (murabakah KPP), dikarenakan si penjual 

semata-mata mengadakan barang untuk memcnuhi kebutuhan si pembcli yang .. 
memesannya. Murabaha KPP umumnya dapat ditcrapkan pada produk 

pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi. 

Murabahah sebagai pembeliim barang dengan pembayaran ditangguhkan. 

Pembiayaan murabakah adalah pcmbiayaan yang diberikan kcpada nasabah dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan produksi. dalam pcrkembangannya juga dijadikan 

model pembiayaan penyediaan kendaraan bermotor. 

Dalam perjanjian murabaha bcbcrapa hal yang biasanya diatur ialah : 

1. Fasilitas Pembiayaan dan pcnggunaimnya : Nasabah yang menerima fasilitas 

pembiayaan murabaha tclah berhutang atau akan berhutang kcpada Bank 

sejumlah uang yang dibuktikan dcngan surat hutang- stlrat hutang 

2. Pembayaran dan Jangka Waktu Fasilitas pembiayaan 

a. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan ini untuk jangka waktu tertcntu, scJuruh 

fasilitas pembiayaan beserta margin keuntungan jual beli hams dibayar lunas 

oleh nasabah kepada bank pada saat berakhimya jUlIgka waktu 

tersebut.Pembayanm kl!mbali atau pelunasan Fasilitas. Pembiayaan berikul 



margin keuntungan jual beli, dan biaya-biaya lainnya oleh nasabah kepada 

bank akan dilakukan melalui rekening nasabah atau dengan cara lain Bank 

diberi kuasa untuk mcndebet rekening nasabah guna pcmbayaran / pelunasan 

Fasilitas Pembiayaan dan biaya-biaya lain tersebut. 

b. Bank akan mcmbuka Pcmbukuan Pcmbiayaan alas nama Nasahah dan 

melakukan pembukuan atas segal a penarikan-penaJikan, pembayaran

pembayaran kembali dan segal a tagihan-tagihan yang hams dibayar oleh 

Nasabah kepada bank. 

c. Setiap pembayaran pertama-tama akan diperuntukkan bagi pemhayaran 

ongkos-ongkos, margin keuntungan jual beli dan pembayaran lainnya selain 

Fasilitas Pembiayaan, dan kemudian untuk Fasilitas Pembiayaan yang 

terhutang dan harus dibayarkan. 

3. Realisasi Fasilitas Pembiayaan 

a. Setiap kali akan merealisasi Fasilitas Pembiayaan. Nasabah akan 

menyampaikan Surat Permohomm Realisasi Pcmbiayaan yang berisi jumlah / 

pembiayaan yang diperlukan, jumlah margin keuntungan jual beli yang akan 

dikenakan oleh bank, perincian mengenai barang -barang yang akan dibidyai 

dengan Fasilitas Pembiayaan, tanggal pembayaran dan kepada siapa 

pembayaran terse but harus dilakukan serta hal-hal lain yang diperlukan 

sehubungan dengan pcnarikan Fasilitas Pcmhiayaan. 

b. Setiap hutang kepada yang timbul sebagai akibat dari penerimaan Fasilitas 

Pembiayaan akan dibuktikan dengan Surat Hutang- Surat Hutang yang 

mempunyai masa berlaku tidak melebihi jangka waktu Perjanjian. Jumlah 



hutang sebagaimana disebutkan dalam Hap-tiap Sural Hulang adalah 

merupakan jumlah pokok ditambah dengan margin keunlungan jual~beli 

menurut Perjanjian inL 

4. Pengutamaan Pembayaran: Nac;abah berkewajiban melakukan pembayaran 

kembali alas Fasililas Pcmbiayaan bcscrla margin kcuntungan .iual hcli dan 

biaya-biaya lain jika ada. s~cara tertib dan leralur dan akan lebih 

mengutamakan kewajiban pembayaran ini dari pada kewajiban pembayaran 

kepada pihak lain. 

5. Biaya dan Pcngeluaran: Segaln ongkos yang tclah / akan dikeluarkan olch 

Bank dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diberitahukan dan dibebankan 

pada nasabah 

6. Jaminan: Nasabah mcnyet~jui dibuatnya Akta pengikalan jaminan sccara 

notariil dan / atau dibawah tangan dan mcnycrahkan asli dari dokumen jaminan 

kepada bank 

7. Syarat penarikan Fasilitas Pcmbiayaan:. Surat Pcnl1ohonan Rcalisasi 

Pembiayaan: Surat Hutang: nasabah harus memenuhi semua persyaratan yang 

ditetapkan dalam Surat Penawaran. 

8. Peristiwa Cidcra Janji : 

Apabila terjadi hal·hal dibawah ini (sctiap kejadian demikian, sehelum dan 

sesudah ini) masing·masing sceam tcrscndiri discbut sebagai "Pcristiwu Cidcm 

Janji". 

a. Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menu rut Petjanjian ini 

untuk membayar angsuran Fac;ilitas Pembiayaan berikut margin keuntungan 



jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah 

memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kcwajibannya. dcngan 

tidak diperlukan pcrnyataan tcrlebih dahulu bahwa ia tidak mcmcnuhi 

kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini Bank dan Nac;abah 

sepakat untuk mcngcnyampingkan Pasnl 1238 Kitab Undang -Undang 11ukuIll 

Perdata. 

b. Apabila suatu j8f\ji, pernyataan. jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian 

ini atau berdasarkan ketentuan .- ketentllan dalam sliatu serlifikat atau bukti -

bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atall sehubungan dcngan 

suatu perj8f\jian yang cI:isebut didalam pel:ianjian ini temyata atau dibuktikan 

sebagai tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan. 

c. Terjadinya suatu Peristiwa Cidcra Janji atau sesuatu yang dengan 

pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu atau kedua-dua hal tersebut. akan 

merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji menumt Perjanjian ini atau perjanjian 

lain yang disebut didalam Perjanjian ini atau dalam perjanjian lainnya dimana 

Bank dan Nasabah merupakan pihak didalam perjanjian tersebut. 

d. (i) apabila Nasabah mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan 

Negeri untuk dinyatakan pailil, atau ( ii ) terhadapnya dilancarkan suatu 

tindakan yang apabila didalam waktu 60 ( enam puluh ) han takwim tidak 

dicabut, akan mcnjurus kcpuda suatu pcrnyataan pailit dari Nasahah. 

e. Diputuskan oleh suatu Pengadilan atau instansi pemerintah lainnya hahwa 

sesuatu pcrjanjian atau c1okum(~n yang disebut dalam Pasal 7 dan Pasnl 8 adalah 

tidak sah atau dengan cara lain tidak c1apat dibcrlakukan. 



f. likalau Nasabah melanggar dan I atau tidak dapat memenuhi pcraturan

peraturan dan ketentuan -ketentuan mengenai perjanjian yang ada pada Bank 

atau tidak dapat dipenuhi syarat - syarat serta ketentuan tcntang pembcrian 

tanggungan atau jaminan yang diberikan 

g. Jikulau alns milik milik Nasahah dan / alml Pcnjulllin, haik sl~hagai IlIallpllIl 

seluruhnya, dilakukan sitaan penjualan ( executorial ). atau. 

h. Jikalau kekayaan Nasabah serta nilai harang - barang dan lain yang menjadi 

tanggung jawab nanti menjadi kllrang sedemikian rupa schingga tidak lagi 

merugikan jaminan yang eukup bagi hutangnya Nasabah. maka seluruh 

fasilitas Pembiayaan tersebllt akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban 

Nasabah harus jatuh dibayarkan Bank sceara seketika dan sckaligus salu dan 

lain seperti jumlah hutang itu temyata dari administrasi pcmbllkllan Bank dapat 

diambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian 

ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen yang disebut didalam perjanjian ini 

atau sesuai dengan Undang - Undang dan peraturan yang berlaku untuk 

menjamin pembayaran tersebut. 

9. Pemyataan dan jaminan: Nasabah dengan ini berjanji. sepakat, menyatakan dan 

menjamin kepada Bank sebagai bcrikut. 

a .. NASABAH mempunyai hak. kckuasaan dan wewenang penuh untuk pe~ia'1iian 

ini dan I atau perjanjian lainnya yang merupakan tambahan dari pe~janjian ini 

dan untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian - pcrjanjian terscbut. 

b. Segal a sesuatu tindakan yang diwajibkan menuru1 anggaran Dasar NASABAH 

telah dilakukan dan pelaksanaan perjw\jian ini dan I atau perjanjian lainnya 



yang merupakan tambahan dari perjanjian ini adalah sah, mengikat dan dapat 

diberlakukan dalam segala hal atas Nasabah. 

c Diadakannya perjanjian ini dan I atau perjanjian lainnya yang merupakan 

tambahan dari perjanjian ini dan dipenuhi syarat - syarat oleh Nasabah dan 

tindak akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang diadakan atau akan 

diadakan oleh Nasabah dcngan pihak ketiga manapun. 

Tidak ada perkara di pcngudilan yanG sedang dihudapi atau sepanJang 

pengetahuan Nasabah. Nasabah tidak terancam alau akan tcrkcna scsuatu 

perkara, demikian pula tidak ada pcrkara .- perkara yang scdang dihadapi di 

. muka badan - badan pc~erintahan atau yang sepanjang pengetahuan Nasabah 

diancam atasnya yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dari Nasabah 

atau' kemampuan untuk mcmbayar apabila jatuh waktunya scsuatu pembayaran 

yang diharuskan oleh perjanjian ini dan I atau perjanjian lainnya yang 

merupakan tambahan pada perjanjian ini 

. Nasabah akan mendapal seg.ala izin. Iisensi. persetujuan dan wcwenang sebagai 

mana disyaratkan untuk mdaksanakan syantt - syarat st!cara ketentuan yang 

tercanlum dalam pc~ian.iiall ini datal aluu pc~ialljian lainnyu yung mcrupukan 

tambahan dari pc~ian.iiall ini dcng.an mcmindahkan l1ndung - Undang dan 

peraturan yang bcrlaku. 

f. Nasabah akan mcnyampuikan kepadu Bank Neraca dan laporan laba rugi 

berkala untuk sCliap liga bulan. yuilu I (salu ) bulan sctclah lutup kwartal dan 

Neraca dan Laporan laba rugi tahunan yaitu 2 ( dua ) bulan setelah tutup tahun, 
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untuk laporan yang tidak diaudit dan 3 ( tiga ) bulan setelah tutup untuk 

laporan yang diaudit. 

g Nasabah akan mcnulup asuransi alas biaya s·::ndiri pada pcrllsahaan asuransi 

yang ditunjuk Bank unluk s(.!galu rcsiko atus segala haria kekayaan Nasabah 

yang merupakan jaminan dari fasilitas pcmhiayaan pokok bcrdasarkan 

perjanjian ini. dinamakan Bank akan dicanlul1lkan scbagai pihak yang turut 

diasuransikan dan / atau pihak yang mcnL'rima pcmbayamn kluilu asuransi 

tersebul ( banker's clause) 

. fasilitas pembiayaan bcrikul margin kcuntulll:!-an juul bcli. dan semua uang yang 

terhutang menurul pc~ianjian ini akan dibayarkan seeara sekctika dan sekaligus 

apabila terjadi suatu pcristiwa yang mcnurut syarat - syarat dan ketentuan 

perjanjian ini dan! atau pct:ianjian luinnya scbagai tambahan pada perjanjian 

ini merupakan suatu cidcra janji dari Nusabah. dan Bank dapat tanpa 

permintaan pembayaran ulau pcmbcritahuall lcntang maksudnya, menjual atau 

dengan eara lain mclcpaskan harla kckayaan Nasabah perjanjian yang 

merupakan tambahan dari p(.!rjanjian lain yang merupakan tambahan dari 

perjanjian ini. kepada siapapun yang dipilih oleh bank. Nasabah menjamin dan 

menanggung bahwa setiap pembclian harta kekayaan nasabah / perjanjian 

menurut suatu penjualan (seeara umum ataupun pribadi ) atau suatu pengalihan 

hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari pada segala luntutan, sitaan atau 

hak maeam apapun atau hak untuk menembus kcmbali dari nasabah terlepas 

dari telah direalisasikannya penjualan harta kekayaan tersebut oleh Bank 

Nasabah tetap bertanggung jawab atas sisa fasilitas pembiayaan yang belum 
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dibayar dan / atau lIallg lIilllg I<linnya yang harlls yang harliS dibayarkan 

menu rut pcrjanjian ini salllpai sclurllh fasilitas pembiayaan. berikut margin 

keuntunganjual beli. dan biaya lainjika ada. dibayar lunas 

Nasabah akan mengizinkan wakil Bank yang dibcri wewenang untuk itu 

melakukan inspeksi lcrhadap kenyataan yang mcrupakan jaminan, memeriksa 

pembukuan dan catatan Nasabah sctiap wah! dan wakil tcrscbut akan berhak 

membuat fotocopy dari pembukuan dan cata!311 tersebut. 

1 Pada saat perjanjian ini ditandatangani tida\.. ledadi peristiwa cidera janji dan 

tidak terjadi suatu pcristiwa yang dengan Icwatnya waktu atau deilgan 

diberikannya suatu pcmbcritahuan atau kcdml dllanya akan dapat dianggap 

sebagai suatu peristiwa cidera janji. 

o. Ksepakatan untuk bcrbuat sesuatu, nasabah dcngan ini menyanggupi dan 

menjamin bahwa tanpa persetujuan tertulis Icbih dahulu dari Bank, Nasabah 

tidak akan 

1. Mengadakan konsolidasi atau penggabungan ( merger ) kedalam sesuatu 

badan hukum lainnya atau menjual saham - sahamnya kepada pihak ketiga. 

2. Mengajukan pcnnohonan kcpada pcngadilan atau kcpada yang berwenang 

untuk penunjukan scorang cksekutor, kurator. Iikwidator atau pengawas 

untuk sesuatu bagian dari pada harta kckayaannya. 

3. Mengajukan dan / alau Illcndapatkan fasilitas pcmhiayaan haru dari pihak 

lain, 

4. Mengadakan pcrubahan pada susunan pemcgang saham dcwan komisaris 

dan direksi N asabah. 
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5. melakukan pembagian kcuntungan yang melebihi jumlah 10% (sepuluh 

persen) dari keuntungan yang diperoleh. 

6. Melakukan invcstasi baru. dan 

7. Memindahkan hak atas barang - barang yang sudah dijamin kepada BANK 

8. Penggunaan Fasilitas Pembiayaan sepenuhnya dimengerti dan disetujl1i oleh 

Nasabah bahwa sctiap realisasi fasilitas pcmbiayaan baik seeara 

keseluruhan maupun sebagian semata - mala akan dipergunakan hanya 

untuk pembiayaan pcmbelian barang - barang kebutuhan I kepentingan 

11. Hukum Yang Mengatur. Pcrjanjian ini diatur olch dan dilafsirkan sesuai 

dengan ketentuan Hukum Indonesia 

11. Arbitrase, Sesuatu sengketa yang timbul dari alau dengan eara apapun yang 

ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan seeara 

damai, keeuali sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian ini, akan 

diselesaikan melalui dan menurut peraturan prosedur badan Arbitrasi Syariah 

Nasional. Keputusan arbitrase akan mcrupakan kcputusan tcrakhir dan 

mengikat (final and binding) atas segala perkara yang merupakan subyek dari 

Arbitrase tersebut dan dapat diberitahukan di semua wilayah yang mempunyai 

wewenang hukum atasnya. dan karcnanya banding atau kasasi atas putusan 

. Arbitrator tidak akan dimungkinkan . 

• Agu,nan Pada Pemhiayaan Mutababab 

Pengucuran krcdit oleh suatu bank dilakukan dcngan bcrpegang pad a 

eberapa prinsip, yailu: 
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I. Prinsip kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan 

bennanfaatnya kredit bagi debitur dan debitur dapat membayar kembali 

kreditnya. 

2. Prinsip kehati-hatian melalui berbagai usaha pengawasan baik oleh bank 

sl!ndiri maupun ekstemal. 

3. Prinsip 5 C. yang meliputi character, capacity. capital. conditions of 

Economy dan Collateral. Character ialah untuk kepribadian calon 

debitur. Capacity ialah kemampuan hisnis dan kcmampuan melunasi 

hut~J1g. Capital ialah permodalan yang dimiliki calon debitur. Conditions 

of Economy meliputi kondisi ekooomi secara makro dan mikro. 

Collateral merupakan agunan atau jaminan. 

4. Prinsip 5 P, yang meliputi party (para pihak). purpose (tujuan pemberian 

kredit), payment (sumber pembayaran). profitability (unsur perolehan 

laba), protection (pcrlindungan atas suatl! resiko yang mungkin terjadi). 

5. Prinsip 3 R. yang mcliputi n:llIrn (hasil yang akan diperolch debitur dari 

pemberian kn:dit). rcpaym~nt (kclll,lInpuan mcmhayar), risk bearing 

ahility (kcmampuan mcnunggllng rcsiko alas hal-hal yang tidak dapat 

diantisipasi ).( Muni,. FlI{I((I'. / t)<)(j : 2/·27 ) 

an uraian di atas nampak ani pcnting .iaJniil~ll hagi SlHltu krcdit perbankan, 

ahkan UU menentukan keharllsan udnnya colatl.'ral (jaminan). 

Dusar hukulll pcmhcrian krcdit oleh hank mCllurul Munir Fuady dapat 

iperinci menjadi: Pe~jan.iiun diantam para piha:;. lJlldang-Undang perbankan, 

eratumn pelaksanaan dari III J. Kchiasanll d.,Jam praktek perbankan, 

urisprudensi dan Pcratllran pcrundang-undangan lerkait lai:lIlya. 
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Sumber utama peraturan perkreditan perbankan ialah UU Nomor 7 tahun 

92 sebagaimana tdah diruhah deng.an UU NOIl",\)r 10 tahun 1998. Oari Undang-

U dang Perbankan inilah kemudian segala peratt'nn perkreditan pcrbankan yang 

I. n benmmra .. 

Pasal 2 Ul J Pcrhullkan IllCnCl11ukall balm'a pcrhankan Indonesia dnlam 

elakukan lIsahanya bcrdasarkan dell1okr~lsi ckonomi dcngan Illcnggunakan 

p insip kehati-hatian. Prinsip kdlati-hatian yang dimaksud diatur juga dalam pasal 

2 dan pasal UU NomoI" 23 tuhun 1999 tcntnn!; Bank Indoncsa. Dulum pasal 25 

enentukan bahwa: 

(1) Oalam rangka mclaksanakan tuas mengatur bank. Bank Indonesia 
berwenang menelapkan ketcntuan-ketentua.1 perbankan yang memuat 
prinsip kehati-hatian. 

(2) Pelaksanaan kewcnangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
ditetapkan dengan Pcraturan Bank Indonesia. 

ebih lanjut pasal 29 ayat (3) menentukan bahw da~am rangka memberikan kredit 

au pembiayaan bcrdusarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha 

1 innya, bank wajih mcnempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan 

epentingan nasabah yang mempcrcayakan dananya kepada bank. Dalam 

emberikan kredit bank harus berpedoman pada ketentuan pasal 8 UU Perbankan 

ang menentukan bahwa: 

(1) Oalam membcrikan kredit atau r;emhiayaan herdasarkan prmslp 
.\yw·iah. nank Umum wajib mem;mnyai keyakinan berdasarkan 
anaJisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 
nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 
pembiayaan dimaksud sesuai dengar. yang diperjanjikan. 

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 
dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Datam penjelasan antara lain disebutkan barwa: 
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"Kredit atau pcmbiayaan hcrdasarkan prinsip syariah yang diberikan 
oleh bank mcngantiung rcsiko. sch 'lIg,ga dalam pclaksanaannya bank 
harus mcmperhalikan azas-azas perkrcditan atau pemhiayaan 
herdasarklll1 fJl'il1.\'ip .\:l'lIriah yang sehat. llntllk mcngurangi resiko 
tersebul. jaminan alas kcmampuan Jan kcsanggupan nasabah dcbitur 
untuk melunasi kewqjibannya scslIui dcngan yang diperjanjikan 
merupakan faktor penting yang i'arus dipcrhatikan bank. Untuk 
memperolch keyakinan tcrscbut. schdum mcmbcrikan kredit. bank 
harus mclakukan pcnilaian yang. scksama tcrhadap watak, 
kemampuan. modal. agunan dan prospck lIsaha dari nasabah debitur". 

lam pasal 8 ayat (1) UU Pcrhankan mcncntukan lluhwa bank syariah dalam 

emberikan pembiayaan wajih mempunyai kcyakinan bercasarkan analisis yang 

endalam atas I'tikad dan kcmampuan serra kesanggupan nasabah untuk 

engembalikan pcmbiayaan. Dcngan dcmikian jclaslah bahwa pada bank 

s ariahpun peraturan pcrundang-undangan mcncntukan bahwa jaminan 

d terapkan, sepanjang bclum ada ketcntuan khuslis yang berlakll pada bank 

d ngan prinsip syariah. Dengan demikian bank syariah wCl,jib memiliki dan 

enerapkan pedoman pcmbiayaan bcrdasarkan prinsip syariah sesuai c!engan 

tentuan yang diterapkan olch Bt 

Ada 4 (empat) jcnis Icmbaga jaminan. yailu: hak tanggungan , hipotik, 

dai dan fiducia. Pada umumnya pcmbiayaan Murabahah mcnggunakan 

1 mbaga fiducia sebagai lcmbaga jaminan. Peri<.ataan tiduciair yang berarti secara 

percayaan ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik 

leh satu pihak. lain, bahwa apa yang dikcluarkan ditampakkan sebagai 

emindahan milik, sebenarnya (kedalam intern) hanya suatu jaminan untuk suatu 

(Subekti, 1992:76). Perbuatan hukumnya adalah pemindahan hak. atas 

yang bcrsangkutan kcpada dcbitur, tetapi dcngan pcrsctujuan dan 

engertian bersama atas dasar saling percaya, bahwa hal itu semata - mata 
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di aksudkan hanya sebagai jaminan krcdit (l-Ior.wllo. 199-1:51). Penyerahan hak 

ke ada kreditur bllkan dimakslldkan lIntuk benar - bcnar mcmbikin kreditur 

m ~adi pcmcgang haknya. mclainkan scmala-l11ata hanya scbagai jaminan bagi 

nasan suatu krcdit. maka dapal dirumuskan sebagai perbuatan hukum 

pe yerahan ~ak kepada kreditur scbagai jaminan kredit (Harsono. J 994:258) 

Fiducia mula-mula dianggap scbagai gadai gclap. namun guna mcmenuhi 

ke utuhan masyarakat yang mendcsuk akan adanya suatu bcntuk jaminan barang 

be gerak yang tetup dapat dikuasai olch si bcrhlltang maka lembaga ini diberi 

Ie alitas (Subekli. 1986:76). Mula-mula ditujukan kcpada pcmbcri jaminan yang 

b upa barang bcrgcrak. walau luma-kclamaar. juga dipakai untuk benua letap. 

G na mengembalikan kcpada proposinya yang scmula. yakni pengguna lembaga 

fi ucia untllk bcnda - hcnda hcrgcrak guna mcnghindari kctcntuan pasal 1152 

yang mengharuskan barangnya ditarik dari kekuasaan pemiliknya Mahkamah 

A ung melalui putusannya Nomor 372K1Sip/1970 dalam perkara Bank Negara 

onesia Unit I Scmarang sclaku penggugat kasasi melawan Lo Diang Siang 

s agai tergugat kmmsi, memutuskan bahwa penyerahan hak milik sebagai 

inan "fiducia" olch pihak ketiga hanya berlaku untuk benda - benda bergerak 

s . a. (Subekt i. 1986: 76-78). Fiducia scbagai lcmbaga jaminan alas tanah 

d kukuhkan keberad":mnya dalam llukum Tanah. Nasional kita, tetapi untuk 

encegah penyalahgunaannya, dibatasi pada tanah hak pakai yang diberikan oleh 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, jaminan fiducia adalah hak jaminan yang 

bebankan atas benda yang dengan pembebanan hak jaminan itu terjadi 
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pe galihan hak kep.:milikan alas bend a ilU alas dasar kepercayaan dengan 

ke entuan b~.hwa benda yang hak kcpcmilikannya dialihkan terse but tetap dalam 

pe guasaan pemilik benda dun dimaksudkan scbagai agunan bagi pclunasan utang 

entu yang memberikan kcdudukan yang diulamakan k~pada penerima fiducia 

'pada para kreditor lain (.)ulan Remi .'iiahdeini. 2()(JO:-I1). 

Dalam Undang - Undang Nnmor 41 luhun 191.)9 lcnlang Jaminan Fiducia 

diundangkan pada tahlln 1999 ditcnlllkan sccara rinci ciri-ciri jaminan 

ucia. Dengan adanya kctcnluall lentang pcndaftaran, jaminan fiducia 

scbagai "hak kcbcndaan" . Scbagai hak kebendaan, maka 

ja inan fiducia mengandung usas antara lain hak jaminan itu mengikuti 
, 

b ndanya, mempunyai kedudukan utama d::dam kaitannya dengan kreditur lain, 

b nda jaminan tidak tcrmasuk harta pailit jika clebitur dinyatakan pailit. (Sufan 

Undang - undang ini menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, maka 

g dieksekusi adalah scrtifikat jaminan fiducia, yang mempunyai kekuatan 

h kum eksekutorial S'1ma dcngan keputusan pellg<ldilan yang telah memperoleh 

k kuatan hukum tetup. Iial ini bukan berarti fiducianya yang dieksekusi, tetapi 

p mbebanannya yang mcrupakan kesatuan dengan perjanjian pokoknya yakni 

p njam uang dengan jaminan barang bergerak yang ada dalam penguasaan 

milik. (Bach/iar Sibarani. 2000:35) 

Perjanjian kredit pada bank konvensional dengan sistem bunga dan pada 

berdasarkan prinsip syariah, biasanya dalam bentuk perjanjian standar 

aku) yang telah dipersiapkan oleh bank. Pada perjanjian jaminan pada 
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mbiayaun bank syariah yang menggunakan hak jaminan fiducia memuat 

berapa klausula schagai hcrikut : 

Peralihan hak milik disdcnggarakan ~;ccala liliuciar untuk kcpcrlllan 

menjamin semua kewajihan pcmbayaran p •. :njamin kcpada BANK menu rut 

perjanjian pemhayaran. 

Barang Jaminan dipcgang olch Pcnjamin tidak sl.'hagai pl.'milik akan tctapi 

sen.ata - mata sebagai peminjam pakai yang dipcrcaya olch Bank. dan 

selanjutnya seluruh dokumen tan.da bllkti kepcmilikan dan Barang jaminan 

tersebut atau kcpcrilian tcrscbut akan ditcmpatkan dibawah kcpcmilikan Bank 

atau wakil dari Bank. 

Penjamin wajih memdihara harang jaminan dl..'ngan schaik -baiknya dan 

membetulkan segala kcrllsakan alas hiayan~ a schagaimana mcmclihara barang 

miliknya. 

Peralatan pcndukung dari harang jaminan tcrSl'hlil yang tidak dapat dipakai 

iagi scluma Pcr:ianjian Pl'lllhia~ aan masih hl'l:ialan hams diganti ulch Pcnjamin 

dengan peralatan-peralatan haru yang n!lainya sama llcngan pcralatan

peralatan pengganti tcrschllt termasuk dalam pcnycrahan hak milik. 

Pcnjamin dcngan pcrsclujuan tcrtulis tcrkbih dahulu dari bank bolch mcnjual. 

mengalihkan atau mdcpaskun harang jmnin.1Il dcngun cam lain lIntuk dan atas 

nama bank atau 1Il<..·ngadakan kOlllpmrni atml pl.!lIydl.!saian sdlllhungall dcngan 

hal itu. 
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f Apabila salah satu barang jaminall yang termasuk didalam jaminan yang 

diberikan menurut pcdal1jian ini akan diju~1 alau dilcpaskan dengan eara lain 

oleh penjamin, akan : 

• Meilgalihkan semua hasil penjualan kepada bank untuk, kewajiban 

, pembayaran semua hutang kepada bank. bcserta biaya - biaya lainnya, 

• Atau menggantinya dengan barang jaminan yang sarna nilainya dengan 

disertai dokumen land a bukti kepemilikan. 

Selama masa bcrlakunya Pcrjanjian Pcmbiayaall hak pcnjamin bertanggung 

jawab terhadap kcadmm. kchilangan. h:hancliran. I11cmburuknya atau 

menyusutnya nilai pada barang jaminan yang dipcrcayakan pada penjaminan 

oleh bank, 

Setiap kerusakan. kcrugian atau kccclakaan yang tc~iadi pada pen.lamm, 

pegawai wakilnya alau pihuk kctiga yang disebabkan olch pemakaian barang 

jaminan terscbut scmata-Illata mcrupakan tanggung jawab pcnjamin dan oleh 

karena itu penjamin akan scpcnllhnya I11cngganti kcrusakan. kerugian atau 

keeelakaan tcrscbut dan mcmbcbaskan bank dari suatu tuntutan, tindakan, 

gugatan ataupun hiaya (lermasuk biaya pcngacura). 

1. Penjamin alas binya scndiri I1lcngasurans:kul' harang jaminan secara penuh 

untuk dan atas nama bank WankeI' 's clause) schagai pihak yang memperoleh 

hak terhadap bahaya dan rcsiko lainnya yang dapal mengenai barang jaminan 

dengan syarat dan kctcntuan yang diselujui oich bank dan polis asuransi oleh 

bank alaupun wakilnya. Bank scndiri hcrhak pula lInluk mcngasuransikan 
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barang jaminan terse but atas namanya sedangkan premi dan biaya lainnya 

akan dipikul dan dibayar olch penjamin, 

J Penjamin menanggung dan mcmbayar pajak dan semua biaya yang akan 

dikenakan, dibebankan dan ditagih atas barangjaminan, 

Seorang wakH dari bank dapat setiap waktu selama jam kantor. atau diluar jam 

kantor apabila dianggap perlu oleh bank untuk melindungi kepentingannya, 

diberi ijin oleh penjamin untuk memasuki tanah dan atau bangunan dimana 

barang jaminan berada untuk melakukan pemeriksaan fisik dan penjamin akan 

memberikan segala keterangan dan data-data yang sebenarnya ten tang kondisi 

dari barang jaminan tersebut. Penjamin menyetujui untuk menyerahkan satu 

kali setiap bulan daftar barang jaminan, yang mencatat bagian yang telah 

dijual atau diganti dan menguraikan pembagian dari hasil penjualan atau 

pengaturannya. 

Apabila pembiayaan telah dibayar kembali scpenuhnya, berdasarkan 

keterangan tertulis tentang hal itu dari bank, hak kepcrnililkan atas barang 

jaminan akan kembali kcpuda penjamin s~jauh masih ada. dan unluk itu tidak 

diperlukan suatu pcnycrahan atau tindakan lainnya. kccuali bahwa dokumcn 

tanda bukti pemilikan, jika ada akan ditanda tangani kcmbali sebagi 

pengesahan dan dikembalikan kcpada pcnjamin. 

m. Pcrjanjian ini tunduk dan ditalsirkan mcnun:t kctcntuan I-Iukum Syariat Islam 

dan Hukum lndunl.!sia yang musing - musing. saling mc1cngkapi satu dengan 

yang lain. 
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Sesuatu sengketa yang timbul dari atau 1engan cara apapun yang ada 

hubungannya dcngan pc~ian.iian ini yang tidak dapat dise\esaik~n secara 

damai, akan diselcsaikan melalui dan mcnurut Peraturan Prosedur Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusannya merupakan 

keputusan terakhir dan mengikal dan dapal dibcrlakukan disemua wilayah 

yang mempunyai wewcnang hukum atasnya 

c. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bcrmasalah 

Pcmbiayaan yang disalurkan olch bank syariah harus pada usaha-usaha 

yang halal mengikuli kritcria-kriteria syariah, disamping juga mempertimbangan 

keuntungan. Bank syariah mcmpunyai kewajihan untuk mcmatuhi rambu-rambu 

kesehatan yang diatur baik datam Undang-undang Perhankan maupun Surat 

keputusan Bank Indonesia. Kcw~iban meiakukull kegiatan usaha dengan prinsip 

kehati-hatian berlaku untuk bank umum konvcsional ataupun bank umum syariah 

ataukah bank perkreditan rakyat, scmua bank tanpa tcrkccuali harus menerapkan 

prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya.( Sjahdeini, 1999: 172 ) 

Penerapan prinsip kchati-hatian olch bank syariah tidak lain untuk menjamin 

keamanan dana masyarakat. schingga bank syariah harlls sehat agar tclap eksis 

keberadaanya. sehingga akan bcrdampak pada kcpcrcaymlll masyarakat terhadap 

keberadaan bank syariah. 

Setiap krcdit yang akun disaturkan pmla nasahah tidak akan lepas 

tahapan-tahapan dari proses pcmhcrian krcdit. ada 4 (cmpat) tahapan yaitu sebagai 

berikut ( Sullin Remy ~i·aJuJl'illi. 11)95: S 1 ): 
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o Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank 

mempertimbangkan pcrmohonan kredit cal on debiytur, ini disebit tahap 

analisa kredit. 

o Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian 

penuangan kcputusan ke dalam pet:ianjian kredit serta dilaksanakannya 

pengikatan agunan untuk kredit yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap 

dokumentasi kredit. 

o Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 

dokumentasi pcngikatan agunan kredit telah selesai dibuat serta selama 

kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu kredit 
~ . : 

/ . 
belum berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan 

kredit. 

o Tahap setelah kredit menjadi bermasalah yaitu tahapan penyelamatan dan 

penagihan kredit. 

ahap (1),(2) dan (3) adalah tahap-tahap preventif atau tahap-tahap pencegahan 

agi bank agar kredit tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap (4) adalah tahap 

epresif sctelah kredit menjadi bermasalah. 

Tahapan tcrsebut diatas juga dilakukan oleh bank syariah, seperti halnya 

elakukan analisa pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah, sebagaimana 

iatur pada pasal 8 jo 29 (3) Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Analisa 

cmbiayaan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan olch bank syariah 

ebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan 

embie::·yaan tersebut akan mengalami kegagalan, sehingga bank syariah harus 

35 



engantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalao pembiayaan. Adapun faktor-

or yang akan dianalisa yaitu faktor 5 C ( character, capacity, capital, collateral 

condition of economy). 

Setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh bank syariah dan dinikmati 

leh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana 

rsebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari teIjadinya 

egagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan 

engawasan secara aktif dan terus menerus sepanjang jangka waktu (masa) 

embiayaan belum jatuh tempo atau belum terlunasi, bentuk pengawasan yang 

ilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha, 
'\ 
• 

emantau laporan keuang~ secara rutin. Bersamaan dengan itu perlu juga 

ilakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan 

ehnis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan. 

Akan tetapi pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi 

uatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal 

embayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam 

embayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau 

emungkinan potensial loss. Kondisi ini yang discbut dengan pembiayaan 

ermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba , 

akan ~etapi selalu memberikan "warning sign" atau faktor-faktor penyebab 

terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Bank syariah akan mengambillangkah-

langkah penyelesaian pembiayaari bermasalah agar dana yang telah disalurkan 

dapat diterima kembali oleh bank, karena dana yang telah disalurkan pada 
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asabah pembiayaan adalah dana masyarakat telah yang_mempercayakan pada 

ank syariah. Bank syariah scbagai pcnerima amanat memiliki tanggung jawab 

tuk mengelola dana tcrsebut dcngan baik. 

Dalam masalah pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor penyebab 

aitu faktor intern dan faktor ekstern 

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank) 

a) Pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan 

b) Menyimpang dari prosedur baku 

c) Sistem pengawasan intern bank yang Icmah 

d) TeIjadinya erosi mental : kondisi ini dipcngaruhi timbal balik 

antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga mengakibatkan 

proses pcmbcrian pcmbiayaan tidak berdasarkan pada praktek 

perbankan yang schat. 

2. Faktor Ektern 

a) Kondisi ekonomi : terjadinya krisis ekonomi 

b) Adanya kebijakan pemerintah : peraturan tentang suatu produk 

atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun 

negati f bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. 

c) Kondisi manajemen nasabah: 

d) kegagalan usaha nasabah 

e) ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan 

laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang, 

persediaan dan lain-lain. 
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Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai 

engan kriterianya dan dinilai sccara bulanan. sehingga jika bank syariah tidak 

elakukannya maka akan dikcnakan sanksi administratif scbagaimana dimaksud 

alam pasal 52 U ndang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

ebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998. 

enggolongan kualitas aktiva produktif yang diiakukan oleh Bank syariah akan 

erkaitan dengan pembentukan penyisihan penghapusan a1(tiva produktif. Bank 

yariah wejib membentuk pcnyisihan penghapusan aktiva produktif, hal ini 

ilakukan untuk mcngamankan dan menutupi resiko kerugian yang mungkin 

imbul dari penanaman mod~l. 
; 

" 

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam 

embentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Dalam pembentukan 

a cadangan, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang 

ari resiko kegagalan pengembalian penanaman dana (credit risk exposure). 

ntuk memperoleh nilai wajar agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai 

ndepeden. Agunan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank 

ena agunan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami 

egagalan pembiayaan syariah, meskipun pada pembiayaan mudharabah bank 

yariah tidak boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. 

engan kata lain bank hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis nasabah yang 

ibiayai oleh bank syariah.( Sulan Remy Sjahdeini, 1999: 173) 

Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah berasal 

dari dana masyarakat yang telah dititipkan pada bank sehingga bank syariah 

38 



am memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan 

dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Dalam 

i bank syariah dapat mcminta agunan pada nasabah sebagaimana diatur pada 

asal 8 Undang-undang nomor 10 tahun 1998. 

Yang dikategorikan sebagai pembiayaa., bermasalah adalah pembiayaan 

alam golongan pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan 

an macet. Istilah lain yang digunakan dalam perbankan adalah non performing 

I an (NPL) dalam arti kredit tidak berprestasi. 

Dalam hal bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah maka ada 

eberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu (Setiabudi, 2001 ): 
\ 

/ 
1. Melakukan evaluasl ulang pembiayaan yang menyangkut:Aspek 

manajemen, Aspek pemasaran, Aspek produksi, Aspek keuangan,.Aspek 

yuridis, Aspek jaminan dan Aspek nilai jaminan (melakukan retaksasi). 

Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opini legal , untuk 

penyempumaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan 

pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan 

pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan 

k~rugian bagi bank. Proses Revitalisasi yaitu proses yang dilakukan apabila 

berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi 

bahwa usaha nasabah masih berjalan dan diyakini nasabah masih mampu 

dan mau untuk mcmenuhi kcwajibannya kepada bank.Revitalisasi proses 

meliputi :Rescheduling ,Reconditioning . Restucturing, dan Santuan 

management.. 
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I. Penyelesaian melalui jaminan 

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan evaluasi ulang 

pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan atau nasabah tidak 

kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Revitalisasi proses tidak 

dapatdilakukan sebingga dilakukan penyel~saian melalui jaminan lewat: Off 

set jaminan: dan Eksekusi agunan : 

1. Melalui BASYARNAS 

. Melalui Proses Litigasi 

. Pengbapusan pcmbiayaan (write off) 

1. Pennohonan kepailitan 
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A. Kesimpulan 

BABVI 

PENUTUP 

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan pengadaan barang 

dengan kemungkinan bagi nasabah untuk melakukan pembasyaran secara 

mencicil. PeIjanjian jaminan pada pembiayaan murabahah pada umumnya 

mengunakan fiducia. Apabila terjadi pembiayaan murabhah bermasalah maka 

upaya yang dapat dilakukan yaitu Melakukan evaluasi ulang pembiayaan , 

Penyelesaian melalui j,aminan, Melalui BASY ARNAS, Melalui Proses 

Litigasi, Penghapusan pembiayaan (write oft) dan Permohonan kepailitan 

B. Saran 

Perlu peraturan perundangan tentailg Perbankan Syariah yang mengatur 

tentang pembiayaan yang salah satunya adaIahMurabahah 
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